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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah maka Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah adalah salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah
dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan
disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang
transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para  pengguna  laporan  khususnya sebagai sarana  untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu,
laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen
dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance).

Drs. SINOEN

CHMADI, M.M

HNIP. 19691231 199402 1006

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah TA.2020
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2020 sebagaimana

terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuvangan dan

secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, [Januari 2021

Pengguna Anggaran

»

-—

Drs. SINOENG N RACHMADI, M.M
P NIP. 19691231 199402 1006

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DISPORAPAR Provinsi Jawa Tengah TA.2020 iii



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahuw yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019
SKPD :
Dalam Rupiah) ‘
URAIAN f REALISAST REALISASI
1 ] 4 5 6 7
PENDAPATAN
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01 _ |Pendapatan Pajak Dacrah 0.00 0.00
4.1.02 Pendapatan Retribusi Daerah 1.567 911.000.00 972.941.065,00 2.627.251.934.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah
4.1.03 |Yang Dipisahkan 0,00 0,00
4.1.04  (Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 63.450 000,00 9.865.000,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.567.911.000,00 1.036.391.065,00 2.637.116.934,00
42 PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA
4.2.01 |PERIMBANGAN
4201.01 [Dana Bagi Hasil Pajak - -
4.2.01 02 |Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - &
4.2.01.03 |Dana Alokasi Umum = _
4.2.01.04 |Dana Alokasi Khusus - -
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana
Perimbangan . " =
4.2.02 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
4.2.02.02 |Dana Penyesuaian - -
Jumiah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - - -
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH
4.2.02 |LAINNYA
4.2,02.02 |Pendapatan Bagi Hasil Lainnva - -
Jumlah Transfer Pemerintah Dacrah Lainnya - -
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - - -
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 |Pendapatan Hibah Dari Pemerintah - -
Jumlah Pendapatan Hibah » - -
4.3.03 |Pendapatan Lainnya
4.3.03.01 |Pendapatan Lainnva - -
Jumlah Pendapatan Lainnya = - -
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH
JUMLAH PENDAPATAN 1.567.911.000,00 1.036.391.065,00 2.637.116.934,00
BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
5.1.01 Belanja Pegawai 38.919.076.000,00 36.145 946.340,00 92.87 44.972.139.938,00
5.1.02  |Belanja Barang dan Jasa 53.165.201.000,00|  45.746.939.237.00 86,05 120.494 199 412.00
5.1.05 [Belanja Hibah - -
5.1.06 [Belanja Bantuan Sosial - 2
JUMLAH BELANJA OPERASI 92.084.277.000,00 81.892.885.577,00 88,93 165.466.339.350,00
52 BELANJA MODAL
5201 Belanja Tanah 2.017.610.000,00 . "
52,02 Belanja Peralatan dan Mesin 7.297.031.000,00 1.995 557.000,00 2735 3.238.337 941,00
5203 |Belanja Gedung dan Bangunan 6684 778 00000 359.908.106.250,00
5.2.04  |Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - 727.971.000,00
5205 [Belanja Aset Tetap Lainnya - | #DIV/0! 49.100.000,00
5.2.06 |Belanja Aset Tak Berwujud - =
JUMLAH BELANJA MODAL 9.314.641.000,00 8.680.335.000,00 93,19 363.923.515.191,00




KODE ANGGARAN REALISAST
URAIAN "% REALISASH
REKENIN 2020 2020 2019
53 BELANJA TAK TERDUGA
5301 Belanja Tidak Terduga - =
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA 5 - .
JUMLAH BELANJA 101.398.918.000,00 90.573.220.577,00 89.32|  529.389.854.541,00
TRANSFER
6.2 TRANSFER PENDAPATAN
6.2.01 |Bagi Hasil Pajak kepada Kab/Kota e "
6202  |Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -
0 Jumlah Transfer Pendapatan 0,00 0,00 0,00
6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah
6201 |Lainnya 9 <
6.2.02  |Bantuan Keuangan kepada Desa L =
6203 |Bantuan Keuangan Lainnya - -
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan - - =
JUMLAH TRANSFER 0,00 0, 0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 101.398.918.000,00 90.573.220.577,00 89,32 529.389.8%54.541,00
SURPLUS/DEFISIT (99.831.007.000,00) (89.536.829.512,00) (526.752.737.607,00)
PEMBIAYAAN
7.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
7.1.01  |Penggunaan SiLPA - -
Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan
7.1.05  |Pengadaan Pangan - - ~
7.1.06  |Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir - - -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan - i .
72 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
7.2.01 Penvyertaan Modal (investasi } Pemerintah Daerah 0,00 0,00
7202  |Pembentukan Dana Cadangan = "
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan - - -
PEMBIAYAAN NETTO - - -
SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA) (99.831.007.000)| (89.536.829.512,00) - | (526.752.737.607,00)

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang me

rupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhap.

];NLP. 19691231 199402 1006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2020 dan 2019
SKPD
{Dalam Rupiah)
REKr]E‘.NlN URAIAN 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) Yo
1 2 4 5 6 7
8 PENDAPATAN - LO
8.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO
8101 |Pendapatan Pajak Daerah - LO I £ iy
8.1.02 |Pendapatan Retribusi Daerah - LO 972 941.065,00 2627 251 934,00 (1.654 310 869)
8103 |Pendap Hasil Pengelol Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO - - =
8104 |Lain-Lain PAD yang Sah - LO 63 450 000,00 9 865 000,00 53 585 000
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO 1.036.391.065,00 2.637.116.934,00 {1.600.725.869,00)
82 PENDAPATAN TRANSFER - LO
8.2.01 |TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN - LO
820101 |Dana Bagi Hasil Pajak - LO 4 B -
820102 |Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO - = e
8201.03 |Dana Alokasi Umum - LO = "
820104 |Dana Alokasi Khusus - LO - - A
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO - % N
8.2.01 |TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA - LO
820202 |Dana Penyesuaian - LO 2 & 3
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO - - »
82.03 |PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO
£203.02 Pendapatan Bagn Hasil Lainnya - LO - - =
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO - - =
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO - - o
8.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAM - LO
8.3.01 |Pendapatan Hibah - LO
830101 |Pendapatan Hibah Dan Pemerintah - LO 74.500.000,00 - 74.500 000
Jumlah Pendap Hibah - LO 74 500.000,00 - 74.500.000,00
8.3.03 |Pendapatan Lainnya - LO
830301 |Pendapatan Lainnya - LO - - =
Jumiah Pendapatan Lainnya - LO - - =
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO 74.500.000,00 - 74.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN -LO 1.110.891.065,00 2.637.116.934,00 (1.526.225.869,00)
9 BEBAN
) BEBAN OPERASIONAL
9101 Beban Pegawa: 36.145 946 340,00 44 972 139 938 00 (8 826 193 598) (19,63)
9102 |Beban Persediaan 7361527 571,00 20.495.185.364,00 (13.133.657 793) (64,08)
9103 Beban Jasa 30 620 836 234,39 75 486 342 950,72 (44 865 506 716) (59,44)
9104 |Beban Pemehharaan 1.027 645 283,00 2.120.188.925,00 (1092543 642) (51,53)
91.05 |Beban Perjal Dinas 4497.118.265,00 20.743 483 333,00 {16 246 365 D68) (78,32)
9106 [Beban Bunga = - =
9107  |Beban Subsich - - -
9108 |Beban Hibah ~ = 7
9109 |Beban Bantuan Sosial 918 587 000,00 537 501 000,00 381 086 000
9.1.10 |Beban Penyusutan/Amortisasi 9410393 599,43 9 874,358 926,21 (463 965 327) (4.70)
9.1.11 |Beban Lain-Lain 61 880 000,00 148 697 990,00 (86 817 990) (58,39
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 90.043.934.292,82 174.377.898.426,93 (84.333.964.134,11) (48.36)
92 BEBAN TRANSFER
9101  |Beban Transfer Bagi Hasil Pajak = - -
9102 |Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Z - -
91.03 |Beban Transfer B 1K gan Kepada P h Daerah Lainnya - - -
9.104  [Beban Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa - " -
9105 |Beban Transfer Bantuan Keuangan Lamnya ol v =
JUMLAH BEBAN TRANSFER - - -
JUMLAH BEBAN 90.043.934.292,82 174.377.898.426,93 (84.333.964.134,11) (48,36)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASIONAL (88.933.043.227,82) (171.740.781.492,93) 82.807.738.265,11 (48,22)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
83 SURPLUS NON OPERASIONAL
8301 |Surplus Penjualan Aset Non Lancar - - s
83.03 |Surplus dan Kegiatan Non Operas: Lainnya = = ¥

JUMLAH SURPLUS NON OPERASTONAL




REKENIN
I

URAIAN REF 2020 2019 Kenaikan/(Penurunan) %
1 2 3 4 5 6 7
93 DEFISIT NON OPERASIONAL
9301 |Defisit Penjualan Aset Non Lancar 92 088 500,00 144,375 000,00 - -
9303 |Defisit dan Kegiatan Non Operasi Lainnya - 1.334 833 500,00 (1334833 500)
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL 92.088.500,00 1.479.208.500,00 (1.334.833.500,00)
J
i (S)III’)EEFISIT o 92.088.500,00 1,479.208.500,00 (1.334.833.500,00)
PERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (88.840.954.727,82) (170.261.572.992,93) 81.472.904.765,11 (41,85)
POS LUAR BIASA
8.4 PENDAPATAN LUAR BIASA
8401 |Pendapatan Luar Biasa - - - =
JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA
94 BEBAN LUAR BIASA
9401 |Beban Luar Biasa - - - -
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA
JUMLAH POS LUAR BIASA » » =
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL (88.840.954.727,82) (170.261.572.992,93) | o 81.472.904.765,11 =
* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Kevangan secara kesel

Drs. SINOENG N RACHMADI; M.M

f]hl.u*.l
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NERACA KOMPARATIF

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGHH
Per 31 Dgsember 2020 dan 2019

SKPD :
= (Dalam Rupiah)
ODE
REKENING URAIAN REF 2020 2019
1 2 3 4 5
1 ASET
1.1 ASET LANCAR
11.01 Kas dan Setara Kas - 369.364,00
1.1.01.01 Kas di Kas Daerah =
1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan - -
1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran - 369.364,00
1.1.01.04 Kas di Bendahara BLUD - 5
1.1.01.05 Kas di Bendahara Sekolah =
1.1.01.06 Setara Kas - -
1.1.02 Investasi Jangka Pendek - =
1.1.02.07 Investasi Jangka Pendek Lainnya - -
1.1.03 Piutang Pendapatan - -
1.1.03.01 Piutang Pajak - -
1.1.05.01 Penyisihan Piutang Pendapatan - -
Piutang Pajak Netto - -
1.1.03.02 Piutang Retribusi - e
1.1.05.01 Penyisihan Piutang Pendapatan - -
Piutang Retribusi Netto - -
1.1.03.04 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 370.051.571,00 370.051.571,00
1.1.05.01 Penyisihan Piutang Pendapatan (370.051.571,00) (370.051.571,00)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto - &
1.1.03.07 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - -
1.1.05.01 Penyisihan Piutang Pendapatan = -
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto - B
1.1.03.08 Piutang Pendapatan Lainnya - -
1.1.05.01 Penyisihan Piutang Pendapatan - ~
Piutang Pendapatan Lainnya Netto 2 =
1.1.06 Belanja Dibayar Dimuka 269.861.998,00 331.117.100,39
1.1.06.03 Belanja Dibayar Dimuka 269.861.998,00 331.117.100,39
1.1.07 Persediaan 1.120.317.550,00 743.891.400,00
1.1.07.01 Persediaan Barang Habis Pakai 1.120.317.550,00 743.891.400,00
JUMLAH ASET LANCAR 1.390.179.548,00 1.075.377.864,39
1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG
1.2.01 Investasi Nonpermanen - -
1.2.01.01 Dana Bergulir : -
1.1.05.01 Penyisihan Piutang Piutang Pendapatan - =
Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Netto = -
1.2.02 Investasi Permanen - -
1.2.02.01 Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah - -
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG - -
1.3 ASET TETAP
1.3.01 Tanah 71.777.201.000,00 71.777.201.000,00
1.3.02 Peralatan dan Mesin 37.272.876.058,00 35.265.818.058,00
1.3.03 Gedung dan Bangunan 230.876.563.015,00 224.166.810.779,00
1.3.04 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.022.501.141,00 2.698.384.541,00
1.3.05 Aset Tetap Lainnya 333.827.500,00 333.827.500,00
1.3.06 Konstruksi dalam Pengerjaan 495.612.957.245,00 495.733.952.245,00
1.3.07 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (50.555.707.163,36) (41.414.709.175,13)
JUMLAH ASET TETAP 788.340.218.795,64 788.561.284.947,87
14 DANA CADANGAN
1.4.01 Dana Cadangan - =
JUMLAH DANA CADANGAN = =
15 ASET LAINNYA
1.5.02 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 2.944.850.000,00 2.944.850.000,00
1.5.02.02 Kerjasama Pemanfaatan 2.944.850.000,00 2.944.850.000,00
1.5.03 Aset Tak Berwujud 660.449.500,00 230.320.000,00
1.5.03.05 Aset Tak Berwujud Lainnya 957.617.500,00 343.042.500,00
1.5.03.06 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwuijud (297.168.000,00) (112.722.500,00)
Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto 660.449.500,00 230.320.000,00



KODE
REKENI|
1.5.04
1.5.04.01
1.5.04.02

2.1.04
2.1.04.01
2.1.05
2.1.05.01
2.1.05.02
2.1.06
2.1.06.01

3.1.01

URAIAN

REF 2020 2019

Aset Lain-lain 937.452.093,60 939.099.532,80

Aset Lain-Lain 11.218.646.884,00 11.218.646.884,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (10.281.194.790,40) (10.279.547.351,20)
Penyusutan Aset Lain-Lain Netto 937.452.093,60 939.099.532,80

JUMLAH ASET LAINNYA 4.542.751.593,60 4.114.269.532,80

JUMLAH ASET 794.273.149.937,24 793.750.932.345,06

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya
Pendapatan Dibayar Dimuka Lainnya
Utang Belanja
Utang Belanja Pegawai
Utang Belanja Barang dan jasa
_ Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Transfer
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas
JUMLAH EKUITAS

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

795.668.149.937,24
795.668.149.937,24

795.668.149.937,24

369.364,00
369.364,00

369.364,00

369.364,00

795.145.562.981,06
795.145.562.981,06

795.145.932.345,06

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakar bagian yang tidak terpisahkan dani laporan keuangan s

acara keselurhan




SKPD :

L

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAT
LAPORAN PLRUBAHAN EKULTAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER 2020

(Dalam Rupiah)

NO

URAIAN

2020

2019

2

3

4

Ekuitas Awal

795.145.562.981,06

437.080.088.468,49

Surplus/Defisit-L.O

(39.025.131.737.8%)

(173.219.989.992.93)

RK-PPKD

89.536.829.512.00

526.752.737.607.00

o D | PO [t |

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

10.889.172.00

4.532.726.898.,50

4.1

Koreksi/Penyesuaian Kas

Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Pengeluaran

Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas Bendahara Penerimaan

Koreksi/Penyesuaian Tambah Kas BLUD

Koreksi/Penvesuaian Tambah Setara kas

Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Pengeluaran

Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas Bendahara Penerimaan

Koreksi/Penyesuaian Kurang Kas BLUD

Koreksi/Penyesuaian Kurang Setara kas

4.2

Koreksi/Penvesuaian Piutang

Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Pajak

Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Retribusi

Koreksi/Penyesuaian Tambah Piutang Lainnya

Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Pajak

Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Retribusi

Koreksi/Penyesuaian Kurang Piutang Lainnya

43

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyisihan Piutang

Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Piutang

44

Koreksi/Penyesuaian Persediaan

Koreksi/Penyesuaian Tambah Persediaan

Koreksi/Penvesuaian Kurang Persediaan

4.5

Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen

Koreksi/Penyesuaian Tambah Investasi Non Permanen

Koreksi/Penyesuaian Kurang investasi Non Permanen

4.6

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan [nvestasi Non Permanen

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penvisihan Investasi Non Permanen

Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyisihan Investasi Non Permanen

4.7

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

19.675.000,00

5.327.249.522.00

Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD

92.235.000,00

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap

214.535.000,00

5.591.906.275,00

Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable

(15.081.753.00)

Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD

(72.560.000.00)

Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap

(214.535.000,00)

(249.575.000,00)

4.8

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

(19.675.000.00)

(794.522.623,50)

Koreksi/Penvesuaian Tambah Penyusutan

(19.675.000.00)

Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan

(794.522.623,50)

4.9

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya

Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tak Berwujud dari Mutasi
Antar SKPD

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tak Berwujud

Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tak Berwujud dari Mutasi Antar
SKPD

Koreksi/Penvesuaian Kurang Penilaian Aset Tak Berwujud




Koreksi/Penvesuaian Tambah Aset Lainnya

Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Lainnva

4.10

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi

Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi

Koreksi/Penyesuaian Kurang Amortisasi

4.11

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya

10.889.172,00 =

Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Kurang Penvusutan

10.889.172,00

4,1

Koreksi/Penyesuaian Hutang

Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang Pegawai

Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang Barang dan Jasa

Koreksi/Penyesuaian Tambah Hutang Modal

Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang Pegawai

Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang Barang dan Jasa

Koreksi/Penyesuaian Kurang Hutang Modal

4,1

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain

Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain

Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain

Ekuitas Akhir

795.668.149.937.24 795.145.562.981.06 |

Semarang, 31/Desember 2020

PENGG ANGGARAN

-

/

Drs. SINOEN HMADI, M.M
Y( NIP. 19691231 199402 1006




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TAHUN ANGGARAN 2020
periode 1 januari s.d 31 Desember 2020

®

Kode Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Lebih Kurang

4 PENDAPATAN 1.567.911.000 1.036.391.065 66,10 % 531.519.935
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.567.911.000 1.036.391.065 66,10 % 531.519,935
4.1.2 Hasil Reuibgsi Daerah 1.567.911.000 972.941.065 62,05 % 594.969.935
4.1.2.02 | Retribusi Jasa Usaha 1.567.911.000 972.941.065 62,05 % 594.969.935
4.1.2.02.01 el g’:ﬁgﬁg‘n"e“ay""a” Daerah - Penyewaan 135.000.000 19.000.000 14,07 % 116.000.000
4.1.2.02.03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan 188.100.000 211.650.000 112,52 % (23.550.000)
4.1.2.02.17 Retribusi Tempat Pengmapaanesanggrahan/ViHa 856.626.000 413.387.500 48,26 % 443.238.500
4.1.2.02.31 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 388.185.000 328.903.565 84,73 % 59.281.435
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 63.450.000 100,00 % (63.450.000)
4.1.4.18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 0 63.450.000 100,00 % (63.450.000)
4.1.4.18.02 Penerimaan lain-lain SKPD 0 63.450.000 100,00 % (63.450.000)

Jumlah 1.567.911.000 1.036.391.065 66,10 % §31.519.935
5 BELANJA 101.398.918.000 90.573.220.577 89,32 % 10.825.697.423
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.310.552,000 25.575.944.540 93,65 % 1.734.607.460
5.1.1 Belanja #’egawai 27.310.552.000 25.575.944.540 93,65 % 1.734.607.460
6.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 13.792.225,000 12.863.521.003 93,27 % 928.703.997
5.1.1.01.01 Gaji Pok;k PNS/Uang Representasi 10.058.444.000 9.726.730.000 96,70 % 331.714.000
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 970.556.000 961,379,272 99,05 % 9.176.728
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 347.760.000 287.405.000 8264 % 60.355.000
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 471.100.000 430.090.000 91,29 % 41.010.000
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 589.065.000 492.890.520 83,67 % 96.174.480
5.1,1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50.000.000 37.420.980 74,84 % 12.579.020
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 300.000 123.931 41,31 % 176.069
5.1.1.0122 luran BPJS Kesehatan 1.200.000.000 847.477 544 70,62 % 352,522 456
§.1.1.01.26 luran Jaminan Kecelakaan Kerja 30.000.000 20.000.939 66,67 % 9.999.061
5.1.1.01.27 luran Jaminan Kematian 75.000.000 60.002.817 80,00 % 14.997.183
L 50 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 13.518.327.000 12.712.423.537 94,04 % 805.903.463
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 13.518.327.000 12.712.423.537 94,04 % 805.903.463
5.2 BELANJA LANGSUNG 74.088.366.000 64.997.276.037 87,73 Yo 9.091.089.963
524 Belanja Pegawai 11.608.524,000 10.570.001.800 91,05 % 1.038.522.200
5.2,1.01 Honorarium PNS 912.300.000 558.000.000 61,16 % 354.300.000
5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0,00 % 0
5:2.1.01.02 Hono;étfium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 187.500.000 85.000.000 45,33 % 102.500.000
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD 724.800.000 473.000.000 65,26 % 251.800.000
5:2.4.02 Honorarium Non PNS 10.696.224.000 10.012.001.800 93,60 % 684.222,200
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.5654.000.000 1.529.129.800 98,40 % 24,870.200
5.21.02.04 Hénorariurﬁ Pelaksana Kegiatan 1.026.660.000 953.960.000 92,92 % 72.700.000
5.2.1.02.06 Upah Tenaga Kerja 48.000.000 21.000.000 43,75 % 27.000.000
8.2/1,00.11 Uang Harian Peserta Kegiatan 7.348.005.000 6.954.475.000 94,64 % 393.530.000
5.2.1.02.14 Upah Peker;‘a Seni 719.559.000 553.437.000 76,91 % 166.122.000




Kode
522
5.2.2.01
52.2.01,01

5.2.2.01.03

. 5.2.2.01.b4
5.2.2.01.05
9.2.2.01.06
5.2.2.01.08
5.2.2.01.09
5.22.01.10
5.2.2.01.14
5.2.2.01:15
5.2.2.01.16
5.2.2.01.19

52.2.01.21

5.2.2.02

5.2.2.02.04
5.2.2.02.08
5.2.2,02.09
5.2.2.02.10
5.2.2.02.14
5.2.2.03

5.2.2.03.01
5.2.2.03.02
5.2.2:03.03
5.2.2.03.05
5.2.2.03.06
5.2.2.02.07
5.2.2.03.08
5.2.2.03.12
5.2,2,03.13
52.2.03:15
5.2.2.03.16
5.2.2.03?1 9

5.2.2.03.20

5.2.2.08.21
5.2.2.03.23
5.2.2.03.24
52.2.03.26
5.2.2.03.26
5.2.2.0-3-.29
5.2.2.03.3é
5.2.2.03.35

5.2.2.04

Uraian
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering}

Belanja Pérangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Belanja Pengisian Tabung Gas

Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiology

Belanja Pantry

Belanja Laundry

Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek

Belanja Dekorasi/Dokumentasi
Belanja Souvenir/Cendera Mata

Belanja Perlengkapan
Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakarya

Belanja Bahan/Material
Belanja Bahan Obat-Obatan

Belanja Peralatan Kerja

Belanja Perlengkapan/Peralatan Gedung/Kantor

Belanja Perlengkapan/Peralatan Kesehatan/Kedokteran

Belanja Benih/Induk Ikan
Belanja Jasa Kantor

Belanja Telepon

Belanja Air

Belanja Listrik
Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet

Belanja Paket/Pengiriman

Belanja Jasa Tol/Parkir
Belanja luran/PBB/Pasport/Fiskal

Belanja Jasa Perawatan/Pengobatan

Belanja Jasa Publikasi

Belanja Jasa Pemeriksaaan Laboratorium

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga
Ahli

Belanja Jasa Pengawalan
Belanja Jasa Keamanan
Belanja Jasa Langganan TV Berbayar

Belanja Jasa Retribusi/Tiket Masuk/Pendaftaran Lomba

Belanja Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Belanja Jasa Kebersihan

Belanja Jasa Tenaga Teknis
Belanja Perkara Hukum

Belanja Premi Asuransi

Anggaran (Rp)
53.165.201.000
4.921.872.000
277.956.000

113.450.000

52.376.000
753.068.000
95.000.000
28.220.000
204.789.000
20.490.000
13.500.000
1.018.485.000
448.905.000
1.666.033.000

331.600.000

614.887.000
165.020.000
405.808.000
29.059.000

0

15.000.000
20.061.040.000
112.000.000
32.000.000
3.024.600.000
22.678.000
177.400.000
17.075.000
495.000.000

0

54.133.000
241.080.000
1.944.119.000
90.350.000

5.945.775.000

29.000.000
1.306.800.000
20.000.000
40.825.000
744.000.000
3.307.755.000
2.456.450.000
0

523.960.000

Realisasi (Rp)
45.746.939.237
4.690.774.285
270.858.750

112.575.000

49.888.000
749.002.100
18.725.115
6.406.000
188.380.000
18.520.000
2.966.000
973.829.500
427.132.020
1.540.991.800

330.500.000

553.896.500
106.470.000
404.948.000
27.478.500

0

15.000.000
17.323.895.119
69.699.181
8.312.200
1.794.522 366
20.210.000
103.336.286
7.146.400
494.000.000
0

31.886.963
7.374.861
1.869.028.000

40.110.000
5.638.239.500

9.700.000
1:231.656.585
11.091.950
39.850.000
484.051.783
3.016.679.094
2.447.100.000
0

454.129.312

%
86,05 %
95,30 %
97,45 %

99,23 %

95,25 %
99,46 %
20,76 %
22,70 %
91,99 %
90,39 %
21,97 %
95,62 %
95,58 %
98,40 %
99,67 %
90,08 %
64,52 %
99,79 %
94,56 %
0,00 %
100,00 %
86,36 %
62,23 %
25,98 %
59,33 %
89,12 %
58,25 %
41,85 %
99,80 %
0,00 %
58,90 %
3,06 %
96,14 %

44,39 %
94,83 %

33,45 %
94,24 %
55,46 %
97,61 %
65,06 %
91,20 %
99,62 %

0,00 %

86,67 %

Lebih Kurang
7.418.261.763
231.097.715
7.097.250

875.000

2.488.000

4.065.900
75.274.885
21.814.000
16.409.000

1.970.000
10.534.000
44.655.500
19.772.980
25.041.200

1.100.000

60.990.500
58.550.000
860.000
1.580.500

0

0
2.737.144.881
42.300.819
23.687.800
1.230.077.634
2.468.000
74.063.714
9.928.600
1.000.000

0

22.246.037
233.705.139
75.091.000

50.240.000
307.535.500

19.300.000
75.243.465
8.908.050
975.000
259.948.217
291.075.906
9.350.000

0
69.830.688




Kode
5.2.2.04.02
5.2.2.04.05
5.2.2.05
5.2.2.05.01
5.2.2.05.02
5.2.2.05.03
5.2.2.05.04
5.2.2.05.05
5.2.2.06
5.2.2.06.01
5.2.2.06.02
52.2.07
5.2.2.07.02
5.2.2.07.03
5.2.2.07.06
5.2.2.07.07
5.2.2.08
5.2.2.08.01
5.2.2.08.02
52210
5.2.2.10.01
5.2.2.10.04
5.2.2.10.05
5.2.2.10.06
5.2.é.170.07
5.2.2.10.08
75.2_.2.10.11

5221

5.2.2.11.02
9.2.2.11.03
5.2.2.11.05
5.2.2.12

5.2.2.12.05
2243

5.2.215.01
5.2.é.14

5.2.2.14.04
5.2.2.15 V
5.2.2.15.01
5.2.2.15.02
5.2.2.15.03

$.2.2.17

5221701
§.2.217.03

5.2.210.13

Uraian
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
Belanja Jasa KIR
Belanja P-ajak Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Belanja Sewa Kamar/Akomodasi
Belanja Sewa Hotel
Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Sewa Meja Kursi
Belanja Sewa Generator

Belanja Sewa Tenda

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Belanja Sewa Partisi

Belanja Sewa Peralatan Elektronik

Belanja Sewa Peralatan Praktek

Belanja Sewa Alat-alat Kesenian

Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

Belanja Pakaian Olahraga

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja perjalanan dinas luar negeri

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

Belanja Bimbingan Teknis

Anggaran (Rp)
398.000.000
125.960.000
385.612.000

40.500.000
128.800.000
178.152.000

400.000

37.760.000
575.886.000
420.974.000
154.912.000

4.170.804.000
982.884.000

26.800.000

1.095.015.000
2.066.105.000
947.250.000
938.750.000
8.500.000
3.813.132.000
122.550.000
146.400.000
1.115.500.000
320.272.000
345.780.000
1.663.530.000
0

99.100.000

4.760.523.000
450.863.000

49.972.000

4.259.688.000

10.600.000

10.600.000
158.400.000
158.400.000

1.191.115.000
1.191.115,000
5.245.888.000
4.160.698.000
1.021.452.000
63.738.000

40.000.000

6.000.000
34.000.000

Realisasi (Rp)
332.099.312
122.030.000
335.215.253

38.518.092
121731
165.339.225

0

20.140.625
532.888.510
395.432.000
137.456.510
3.653.256.886
879.779.136
17.700.000
709.700.750
2.046.077.000
463.400.000
461.900.000
1.500.000
3.291.997.000
104.485.000
146.400.000
1.005.572.000
304.950.000
272.670.000
1.358.820.000
0

99.100.000
3.196.962.305
396.499.200
27.446.525
2.773.016.580
10.600.000
10.600.000
157.350.000
157.350.000
1.129.130.000
1.129.130.000
4.494.409.265
3.909.490.275
521.181.390
63.737.600

2.500.000

0
2.500.000

%
83,44 %
96,88 %
86,93 %
95,11 %
86,35 %
92,81 %

0.00 %
53,34 %
92,53 %
93,93 %
88,73 %
87,59 %
89,51 %
66,04 %
64,81 %
99,03 %
48,92 %
49,20 %
17,65 %
86,33 %
85,26 %

100,00 %
90,15 %
95,22 %
78,86 %
81,68 %

0,00 %

100,00 %
67,16 %
87,94 %
54,92 %
65,10 %

100,00 %

100,00 %
99,34 %
99,3; %
94,80 %
94,80 %
85,67 %
93,96 %
51,02 %

100,00 %

6,25 %

0,00 %
7,35 %

Lebih Kurang

65.900.688
3.930.000
90.396.747
1.981.908
17.582.689
12.812.775
400.000
17.619.375
42.997.490
25,542,000
17.455.490
517.547.114
103.104.864
9.100.000
385.314.250
20.028.000
483.850.000
476.850.000
7.000.000
521.135.000
18.065.000
0
109.928.000
15.322.000
73.110.000
304.710.000
0

0
1.5663.560.695
54.363.800
22,525,475
1.486.671.420
0

0

1.050.000
1.050.000
61.985.000
61.985.000
751.478.735
251.207.725
500.270.610
400

37.500.000

6.000.000
31.500.000




Kode
52220 .
5.2.2.20.04
5.2.2.20.05
5.2.2.20.06
5.2.2.20.07
5.2.2.21
5.2.2.21.05

5.2.2.23
5.2.2.23.01

5.2.2.23.02

52227
5.2.2.27.01
5.2.2.27.02

5.2.2.28
5.2.2.28.06

5.2.2.29
5.2.2.29.01

52230

5.2.2.30.01
5.2.2.30.02
523

52316
52.3.16.07
52347
5.2.3.17.02
5.2.3.27
5.2.3.27,05
5.2.3.28
5.2.3.28.01
5.2.3.28.06
5.2.3.29
5.2.3.2:).(;2

0.2.8.38

5.2.3.35.06

Uraian
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
Belanja Pemeliharan Jaringan
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Kc;nsultang Non Kostruksi

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga

Belanja Hadiah Barang

Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi
Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan

Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Hibah Barang Perlengkapan/Peralatan
Olahraga Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat

Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi
Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan
Belanja Modal

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-
alat Bantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit
Pemeliharaan Lapangan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Penumpang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Rumah Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Personal Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Olahraga

Anggaran (Rp)
783.232.000
189.775.000
120.225.000
380.732.000

82.500.000
618.130.000
618.130.000

1.118.510.000

380.010.000

738.500.000

327.650.000
327.650.000
0

956.910.000

956.910.000

1.939.800.000

1.939.800.000
0
9.314.641.000

59.730.000

58.730.000

1.402.250.000

1.402.250.000

555.630.000

385.000.000

170.630.000

Realisasi (Rp)
702.597 .866
169.301.000
119.749.980
336.546.886

77.000.000
615.325.000
615.325.000

1.089.074.936
374.169.000

714.905.936

295.150.000
295.150.000
0

918.587.000
918.587.000

1.835.800.000

1.835.800.000
0
8.680.335.000

48.817.000

48.817.000

1.402,250.000

1.402.250.000

544.490.000
384.100.000

160.390.000

Y%
89,70 %
89,21 %
99,60 %
86,13 %
93,33 %
99,55 %
99,55 %

97.37 %

98,46 %

96,81 %

90,08 %
90,08 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

96,00 %

96,00 %

94,64 %

94,64 %
0,00 %
93,19 %

81,73 %

81,73 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

98,00 %

99,77 %

94,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Lebih Kurang
80.634.134
20.474.000

475,020
54.185.114
5.500.000
2.805.000
2.805.000

29.435.064

5.841.000

23.594.064

32.500.000
32.500.000
0

0

36.323.000

38.323.000

104.000.000

104.000.000
0
634.306.000

10.913.000

10.913.000

11.140.000

900.000

10.240.000




Kode

5.2.3.49

5.2.3.49.01

5.2,3.49.27

5.2.3.50

5.2.3.50.056

5.23.73

5.2.3.73.09

5.2.3.82

5.2.3.82.01

Uraian

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Kantor

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Asrama

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Pembangkit Listrik

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
limu Pengetahuan Umum

Jumlah

Surplus/({Defisit}

Anggaran (Rp)

7.272.031.000

24.000.000

7.248.031.000

25.000.000

25.000.000

0
0

101.398.918.000

(99.831.007.000)

Realisasi (Rp)

6.660.564.000

20.800.000

6.639.764.000

24.214.000

24.214.000

0
0

90.573.220.577

(89.536.829.512)

%

91,59 %
86,67 %
9161 %
96,86 %
96,86 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %

89,32 %

89,69 %

Lebih Kurang

611.467.000

3.200.000

608.267.000

786.000

786.000

¢
0

10.825.697.423
(10.294.177.488)

Semarang, 31 Desember 2020
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PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan
terutama digunakan untuk membandingkan realitas pendapatan, belanja dengan
anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas
dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya

terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas
pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah
dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematika
dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik

b. Manajemen
Membantu pengguna anggaran untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu
entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset dan ekuitas dana

pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan.



Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa

Tengah menyajikan/menyediakan informasi yang bermanfaat tentang :

a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
dana yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Jumlah sumber daya ekonomi, alokasi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

c. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber
penerimaannya.

d. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau

penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai pendapatan, belanja, asset, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan terdiri dari :

o Laporan Realisasi Anggaran

o Neraca

o Laporan Operasional

o Laporan Perubahan Ekuitas

o Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi
anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

a) pendapatan

b) belanja

c) transfer

d) surplus/defisit

e) pembiayaan

f)  sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.



Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Setiap pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam asset lancar dan non lancar
serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan
jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap
pos asset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan
diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih
dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

a) kas dan setara kas

b) investasi jangka pendek

c) piutang pajak dan bukan pajak

d) persediaan

e) investasi jangka panjang

f) asset tetap

g) kewajiban jangka pendek

h) kewajiban jangka panjang

i) ekuitas dana

Laporan Operasional dan Perubahan Ekuitas
Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit Laporan
Operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir dari Laporan Keuangan SKPD
yang terdiri dari :
a. Pendapatan
b. Beban Operasi meliputi :

o Beban Pegawai

e Beban Barang dan Jasa

e Beban Penyusutan

e Beban Lain — Lain

e Surplus/Defisit LO



1.2,

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandingkan nya dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas

laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

a.

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian
target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan

kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam

laporan realisasi anggaran dan neraca.

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
mengatur keuangan pemerintah antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang

mengatur keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan

dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengabh;



h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2020.

j- Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

k. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan
menyusun pelaporan keuangan dalam format yang diilustrasikan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan Laporan Keuangan lainnya yang terdiri
dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional serta Laporan
Perubahan Ekuitas sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( SKPD ).



1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sistematika

isi catatan atas laporan keuangan SKPD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

Bab 1
Bab 2
Bab 3
Bab 4

Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD
Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang

telah ditetapkan
Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akutansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang

ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah pada SKPD.



Bab 5 Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan SKPD

Bab 6

5.1. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
5.2 Penjelasan Pos - Pos Neraca
5.21. Aset
5.2.2. Kewajiban
5.2.3. Ekuitas Dana
5.3. Penjelasan Pos - Pos Laporan Operasional
5.3.1. Pendapatan
5.3.2. Beban
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Penutup

Lampiran Tambahan
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BAB Il
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

Ekonomi Makro

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada triwulan III 2019
sebesar Rp 351,48 triliun, atau mencatatkan pertumbuhan 5,66 persen (yoy).
Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi triwulan II 2019 yang tercatat sebesar 5,56 persen (yoy). Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terjadi pada semua komponen,
dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Kelompok
lembaga Non Profit yng melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 7,51 % (yoy).
Selain komponen Pengeluaran Kelompok LNPRT, komponen Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah (PKP) tumbuh terbesar kedua vyaitu sebesar 6,23 persen (yoy).
Pertumbuhan terbesar ketiga yakni komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) sebesar 5,49 persen (yoy).

Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen terbesar dalam PDRB pengeluaran,
pertumbuhannya melambat menjadi 4,18 persen (yoy) dari triwulan II 2019 yang
mencapai 5,16 persen (yoy). Pertumbuhan yang melambat juga terjadi pada Ekspor
Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 5,43 persen (yoy), menurun dibandingkan
pertumbuhan periode sebelumnya sebesar 5,93 persen (yoy). (sumber
https.//jateng. tribunnews.comy/2019/11/24/pertumbuhan-ekonomi-jawa-tengah-

triwulan-iii-2019-meningkat-566-persen.)

Kebijakan Keuangan

Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan
ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan
kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
kemandirian wilayah. Dinamika perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-Undang
menuntut perubahan Organisasi di Lingkungan di Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah termasuk diantaranya adalah pembentukan Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata (DISPORAPAR) Provinsi Jawa Tengah. DISPORAPAR merupakan

lembaga pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang



kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas membantuan dalam rangka mewujudkan kepemudaan olahraga dan

pariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing.

Kebijakan keuangan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa

Tengah dapat dituangkan dalam program kerja tahun 2019, sebagai berikut :

1.

o ©® N g s~ 0N

- O

Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
Keuangan Perangkat Daerah.

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan / Organisasi Olahraga
Program Pembibitan, Pembinaan, dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan
Program Pembibitan, Pembinaan, dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

BAB Il

3.1 Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

KETERANGAN

ANGGARAN

REALISASI

%

2.13.2.13.01.0001.23

Pembinaan dan
Pengembangan
Kepemudaan

9.662.511.000

9.261.776.894

95,85

2.13.2.13.01.0001.23.000
1

Penyadaran dan
Pemberdayaan
Kepemudaan

1.253.000.000

1.033.479.794

82,48

2.13.2.13.01.0001.23.000
2

Pengembangan
Kepemudaan

7.871.897.000

7.693.583.500

97,73

2.13.2.13.01.0001.23.000
3

Pengembangan
Pola Kemitraan
Dan
Pmberdayaan
Organisasi
Kepemudaan

537.614.000

534.713.600

99,46

2.13.2.13.01.0002.24

Pembinaan dan
Pengembangan
Keolahragaan

13.301.842.00
0

11.823.286.90
0

88,88

2.13.2.13.01.0002.24.000
1

Pembinaan Dan
Pengembangan
Olahraga
Pendidikan Dan
Prestasi

5.266.249.000

4.533.255.276

86,08

2.13.2.13.01.0002.24.000
2

Pembinaan dan
Pengembangan
Olahraga
Rekreasi &
Industri Olahraga

5.980.656.000

5.305.679.174

88,71

2.13.2.13.01.0002.24.000
3

Pembinaan dan
Pengembangan
SDM dan
Kemitraan
Kelembagaan
Olahraga

2.054.937.000

1.984.352.450

96,57

10




2.13.2.13.01.0007.01

Manajemen
Administrasi
Pelayanan
Umum,
Kepegawaian dan
Keuangan
Perangkat
Daerah (PPLOP)

3.133.512.000

2.421.361.874

77,27

2.13.2.13.01.0007.01.000
2

Kgiatan
Pelayanan Jasa
Surat Menyurat
dan Kearsipan
Perangkat
Daerah

5.309.000

4.598.800

86,62

2.13.2.13.01.0007.01.000
3

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air
dan Listrik
Perangkat
Daerah

1.419.000.000

778.111.583

54,84

2.13.2.13.01.0007.01.000
4

Kegiatan
Penyediaan
Jaminan Barang
Milik Daerah

53.000.000

49.922.111

94,19

2.13.2.13.01.0007.01.000
5

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan dan
Pelayanan
Perkantoran
Perangkat
Daerah

814.150.000

814.150.000

100,0

2.13.2.13.01.0007.01.000
6

Kegiatan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Perangkat
Daerah

16.551.000

6.083.500

36,76

2.13.2.13.01.0007.01.000
7

Kegiatan
Pelayanan
Penyediaan
Makan Minum
Rapat Perangkat
Daerah

8.363.000

8.340.000

99,72

2.13.2.13.01.0007.01.000
8

Kegiatan
Penyediaan
Bahan

3.058.000

3.050.000

99,74




Bacaan/Buku
Perpustakaan
Perangkat
Daerah

2.13.2.13.01.0007.01.000
9

Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Rumah
Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung
Kantor/
Kendaraan
Dinas/Operasion
al Perangkat
Daerah

147.668.000

141.994.650

96,16

2.13.2.13.01.0007.01.001
0

Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin /Berkala
Sarana Kantor
dan Rumah
Tangga Perangkat
Daerah

59.730.000

48.817.000

81,73

2.13.2.13.01.0007.01.001
1

Kegiatan
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana Kantor

557.560.000

555.267.500

99,59

2.13.2.13.01.0007.01.001
5

Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal

34.000.000

2.500.000

7,35

2.13.2.13.01.0007.01.002
0

Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Pendukung
Perkantoran

15.123.000

8.526.730

56,38

2.13.2.13.01.0007.24

Pembinaan dan
Pengembangan
Keolahragaan
PPLOP

9.183.980.000

6.071.583.171

66,11

2.13.2.13.01.0007.24.000
4

Pelatihan Dan
Pengembangan
Atlet Pelajar di
PPLOP

1.061.691.000

247.830.000

23,34




2.13.2.13.01.0007.24.000
5

Pembinaan Dan
Pengasuhan Atlet
Pelajar di PPLOP

7.316.004.000

5.218.268.691

71,33

2.13.2.13.01.0007.24.000
6

Peningkatan dan
Pengembangan
Sarana Prasarana
Keolahragaan

806.285.000

605.484.480

75,10

2.13.2.13.01.01

Manajemen
Administrasi
Pelayanan
Umum,
Kepegawaian dan
Keuangan
Perangkat
Daerah

14.825.496.00
0

12.768.930.24
5

86,13

2.13.2.13.01.01.0001

Kegiatan
Administrasi
Pelayanan
Keuangan
Perangkat
Daerah

4.291.333.000

3.774.073.298

87,95

2.13.2.13.01.01.0002

Kgiatan
Pelayanan Jasa
Surat Menyurat
dan Kearsipan
Perangkat
Daerah

21.203.000

15.685.300

73,98

2.13.2.13.01.01.0003

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Air
dan Listrik
Perangkat
Daerah

1.947.000.000

1.208.850.400

62,09

2.13.2.13.01.01.0004

Kegiatan
Penyediaan
Jaminan Barang
Milik Daerah

325.000.000

262.542.201

80,78

2.13.2.13.01.01.0005

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan dan
Pelayanan
Perkantoran
Perangkat

4.060.823.000

3.765.681.194

92,73




Daerah

2.13.2.13.01.01.0006

Kegiatan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar Daerah
Perangkat
Daerah

417.603.000

400.915.907

96,00

2.13.2.13.01.01.0007

Kegiatan
Pelayanan
Penyediaan
Makan Minum
Rapat Perangkat
Daerah

188.830.000

137.066.525

72,59

2.13.2.13.01.01.0008

Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Bacaan/Buku
Perpustakaan
Perangkat
Daerah

19.620.000

17.160.000

87,46

2.13.2.13.01.01.0009

Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Rumah
Jabatan/Rumah
Dinas/Gedung
Kantor/
Kendaraan
Dinas/Operasion
al Perangkat
Daerah

823.076.000

641.411.489

77,93

2.13.2.13.01.01.0010

Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin /Berkala
Sarana Kantor
dan Rumah
Tangga Perangkat
Daerah

340.146.000

221.634.115

65,16

2.13.2.13.01.01.0011

Kegiatan
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana Kantor

1.535.000.000

1.521.560.000

99,12

2.13.2.13.01.01.0015

Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan Formal

399.862.000

360.101.550

90,06




2.13.2.13.01.01.0020

Kegiatan
Penyediaan
Perlengkapan
Pendukung
Perkantoran

456.000.000

442.248.266

96,98

2.13.2.13.01.02

Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah

525.636.000

456.015.600

86,76

2.13.2.13.01.02.0001

Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat
Daerah

414.164.000

360.049.000

86,93

2.13.2.13.01.02.0002

Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Evaluasi Kinerja
Perangkat
Daerah

111.472.000

95.966.600

86,09

3.02.2.13.01.0003.15

Pengembangan
Destinasi
Pariwisata

16.037.001.00
0

15.442.955.20
3

96,30

3.02.2.13.01.0003.15.000
1

Kegiatan
Pengembangan
Kawasan
Pariwisata

11.780.394.00
0

11.263.303.76
7

95,61

3.02.2.13.01.0003.15.000
2

Kegiatan
Pengembangan
Daya Tarik
Wisata

3.654.924.000

3.603.381.501

98,59

3.02.2.13.01.0003.15.000
3

Kegiatan
Pengembangan
Industri
Pariwisata

601.683.000

576.269.935

95,78

3.02.2.13.01.0004.16

Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata

3.648.305.000

3.193.425.364

87,53




3.02.2.13.01.0004.16.000
1

Kegiatan
Pengembangan
Pasar Wisata

1.197.003.000

903.828.819

75,51

3.02.2.13.01.0004.16.000
7

Promosi Dan
Informasi
Pariwisata

1.000.000.000

850.892.545

85,09

3.02.2.13.01.0004.16.000
8

Pencitraan
Pariwisata Jawa
Tengah

1.451.302.000

1.438.704.000

99,13

3.02.2.13.01.0005.18

Pengembangan
SDM Pariwisata
Dan Ekonomi
Kreatif

3.770.083.000

3.557.940.786

94,37

3.02.2.13.01.0005.18.000
1

Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
SDM Pariwisata

1.260.536.000

1.115.933.000

88,53

3.02.2.13.01.0005.18.000
2

Pengembangan
Pelaku 8
Subsektor
Ekonomi Kreatif

1.912.941.000

1.852.034.612

96,82

3.02.2.13.01.0005.18.000
3

Pnguatan
Kemitraan dan
Kelembagaan
Kepariwisataan
dan Ekonomi
Kreatif

596.606.000

589.973.174

98,89

TOTAL SPJ BELANJA TH 2020 DISPORAPAR

74.088.366.00
0

64.997.276.03
7

87,73




3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah
Ditetapkan

Permasalahan dalam pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga
antara lain sebagai berikut :
1) Belum Optimalnya Penerapan IPTEK olahraga dalam proses pembibitan,
pemanduan dan pembinaan prestasi atlet termasuk atlet usia dini dan pelajar.
2) Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder baik instansi pemerintah,
lembaga olahraga, maupun dunia usaha.
3) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar yang

ditetapkan..

Permasalahan dalam pembangunan sektor pariwisata di Jawa Tengah antara lain:

1) Belum optimalnya sebaran wisatawan ke Jawa Tengah.

2) Belum optimalnya sarana prasarana pemasaran pariwisata belum sesuai
dengan kebutuhan pasar.

3) Belum sinerginya pembangunan destinasi pariwisata ;

4) Kurang optimalnya kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata ;

5) Belum optimalnya kualitas usaha pariwisata yang berdaya saing di bidang
pariwisata.

6) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang
pariwisata yang berkompeten;

7) Belum optimalnya pemahaman kesadaran dan peran masyarakat serta
pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk
menciptakan iklim kondusif kepariwisataan di destinasi pariwisata ;

8) Kurangnya pengembangan inovasi dan kreatifitas masyarakat lokal
terhadapproduk UMKM sektor pariwisata.

9) Kurang optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi
Kreatif.

10) Belum sinerginya kerjasama/kemitraan antar pelaku (pemerintah, swasta dan

kelompok masyarakat) dalam pembangunan kepariwisataan.
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4.2

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah SKPD dapat
didefinisikan sebagai berikut :

a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas

Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Basis Akuntansi Yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban,
dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan
diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan
dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau
entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan
sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode
tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan
belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa
disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
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4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh
entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening

Kas Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan
historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai
wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai nominal.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan
secara penuh kegiatan SKPD dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan,
serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu
merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar kas (cash basis) dengan
metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis).

c. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan
tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal
31 Desember.

d. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan
hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah;

e. Seluruh kekayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah per 1 Januari 2016 ;

f. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perpectual).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya
kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standart dan kebijakan
akuntansi, kesalahan interprestasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi
kesalahan dan akan disesuaikan (adjusment) ke tahun buku berikutnya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun
Laporan Keuangan Tahun 2016, untuk kode rekening berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada
Dalam SAP Pada SKPD

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada

SKPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah
meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, yang diukur
dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara

sistematis untuk satu periode;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, di syahkan oleh

Gubernur dan di tetapkan dalam Peraturan Daerah;

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat
yang diberikan kepala daerah untuk melakukan pengeluaran — pengeluaran

sesuai tujuan yang ditetapkan;

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan daerah setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah

dikompensasi antara penerimaan dan pengeluaran;

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran berkenaan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah;

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahun anggaran;

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aktiva/aset dan kewajiban pemerintah;

Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
secara keseluruhan dengan pusat — pusat pertanggungjawaban; DPRD,
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, dan SKPD
lainnya;

Kas adalah uang tunai saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat

digunakan untuk membiayai kegiatan SKPD;



Kas Daerah (Kasda) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan

dan pengeluaran pemerintah daerah;

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip — prinsip, dasar — dasar konvensi —
konvensi, aturan — aturan, dan praktik — pratik spesifik yang dipilih oleh suatu
entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
Pendapatan/penerimaan SKPD diakui pada saat diterima pada Bendahara
Penerimaan;

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang
menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah daerah;

Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas keluar dari Bendahara

Pengeluaran;

Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas

pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggran;

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan;



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1 POS-POS PENDAPATAN

5.1.1.1. Pendapatan Daerah
Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.036.391.065,00 atau 66,10% dari

target Rp 1.567.911.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp
2.637.116.934,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020 %
Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
) 66,10 Rp
Pendapatan Asli daerah Rp 1.567.911.000,00 Rp 1.036.391.065, 00
2.637.116.934,00
Pendapatan Transfer
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
66,10 Rp
Jumlah Rp 1.567.911.000,00 Rp 1.036.391.065,00

2.637.116.934,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.036.391.065,00 dari target Rp
1.567.911.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.637.116.934,00

2020
Realisasi 2019
Anggaran Realisasi

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah Rp 1.567.911.000,00 Rp 972.941.065, 00  Rp 2.627.251.934, 00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 63.450.000, 00  Rp 9.865.000, 00

Jumlah Rp 1.567.911.000,00 Rp 1.036.391.065, 00  Rp 2.637.116.934, 00

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp 972.941.065,00 atau 62,05% dari target Rp
1.567.911.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.627.251,934,00:

2020 % L
Realisasi
Anggaran Realisasi 2019
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha Rp 1.567.911.000,00 Rp 972.941.065,00 62,05
Retribusi Perizinan Tertentu
62,05 Rp
Jumlah Rp 1.567.911.000,00 Rp 972.941.065,00 2.627.251.934,
00
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5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.567.911.000,00 atau 93,83 % dari target
Rp 2.800.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 2.627.251.934,00:

2020
% Realisasi 2019
Anggaran Realisasi

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah — Penyewaan Rp
Tanah dan Bangunan Rp 135.000.000,00 Rp 19.000.000,00 14,07 411.701.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan Rp 188.100.000,00 Rp 211.650.000,00 112,52 Rp 397.658.384,00
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa Rp 856.626.000,00 Rp 413.387.500,00 48,26  Rp 1.083.641.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp 388.185.000,00 Rp 328.903.565,00 84,73 Rp 734.251.550,00

Jumlah Rp 1.567.911.000,00 Rp 972.941.065,00 62,05 Rp 2.627.251.934,00

5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 63.450.000,00 dan untuk Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp 9.865.000,00 perincian sebagai berikut:

2020

Anggaran Realisasi

% Realisasi 2019

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Tuntutan Ganti Rugi

Pendapatan Denda keterlambatan

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda
Pendapatan dari Pengembalian

Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan

Penerimaan dari BLUD

Penerimaan Lain-Lain Rp 63.450.000,00

100

Jumlah Rp 63.450.000,00

100 Rp 9.865.000,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 81.892.885.577,00 atau 88,93 % dari
anggaran Rp 92.084.277.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp

165.466.339.350,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020
% Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Rp 38.819.076.000,00 Rp 36.145.946.340,00 92,87 Rp 44.972.139.938,00
Belanja Barang & Jasa Rp 53.165.201.000,00 Rp 45.746.939.237,00 86,05 Rp 120.494.199.412,00
Rp
Jumlah Rp 92.084.277.000,00 Rp 81.892.885.577,00 88,93 165.466.339.350,00




5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 10.570.001,800,00 atau 91,05 % dari
anggaran Rp 11.608.524.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp
44.927.045.126,00 dengan rincian sebagai berikut :

Honorarium PNS
Honorarium Non PNS

Jumlah

5.1.2.1.2. Belanja Barang

2020

Anggaran

Realisasi

%

Realisasi 2019

Rp 912.300.000,00
Rp 10.696.224.000,00

Rp 558.000.000,00

Rp 10.012.001.800,00

61,16
93,60

Rp
28.414.285.070,00
Rp 16.557.854.868,00

Rp 11.608.524.000,00

Rp 10.570.001.800,00

91,05

Rp
44.972.139.938,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 45.746.939.237,00 atau 86,05 % dari
anggaran Rp 53.165.201.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp
120.494.199.412,00 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Bahan/Material

Belanja Jasa Kantor

Belanja Premi Asuransi

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan
Bimbingan Teknis PNS

Belanja Pemeliharaan

Belanja Jasa Konsultasi

Belanja Barang untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Hadiah Barang

Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan
Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Uang untuk Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat

Jumlah

2020
% Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Rp 4.921.872.000,00 Rp 4.690.774.285,00 95,30 Rp 15.129.106.764,00
Rp 614.887.000,00 Rp 553.896.500,00 90,08 Rp 926.956.300,00
Rp 20.061.040.000,00 Rp 17.323.895.119,00 86,36 Rp 28.666.317.752,00
Rp 523.960.000,00 Rp 454.129.312,00 86,67 Rp 394.809.363,00
Rp 385.612.000,00 Rp 335.215.253,00 86,93 Rp 573.001.412,00
Rp 575.886.000,00 Rp 532.888.510,00 92,53 Rp 1.673.697.660,00
Rp 4.170.804.000,00 Rp 3.653.256.886,00 87,59 Rp 12.461.291.162,00
Rp 947.250.000,00 Rp 463.400.000,00 48,92 Rp 3.022.226.250,00
Rp 3.813. 132.000,00 Rp 3.291.997.000,00 86,33 Rp 7.822.646.000,00
Rp 4.760.523.000,00 Rp 3.196.962.305,00 67,16  Rp 14.019.961.253,00
Rp 10.600.000,00 Rp 10.600.000,00 100 Rp 165.070.000,00
Rp 158.400.000,00 Rp 157.350.000,00 99,34 Rp 12.240.000,00
Rp 1.191.115.000,00 Rp 1.129.130.000,00 94,80 Rp 3.638.544.700,00
Rp 5.245.888.000,00 Rp 4.494.409.265,00 85,67 Rp 20.743.483.333,00
Rp 40.000.000,00 Rp 2.500.000,00 6,25 Rp 127.450.000,00
Rp 783.232.000,00 Rp 702.597.866,00 89.70 Rp 1.735.587.513,00
Rp 618.130.000,00 Rp 615.325.000,00 99,55 Rp 2.188.463.950,00
Rp 1.118.510.000,00 Rp 1.089.074.936,00 97,37  Rp 738.350.000,00
Rp 327.650.000,00 Rp 295.150.000,00 90,08 Rp 627.975.000,00
Rp 956.910.000,00 Rp 918.587.000,00 96,00 Rp 537.501.000,00
Rp 1.939.800.000,00 Rp 1.835.800,000,00 94,64 Rp 5.289.520.000,00
Rp 53.165.201.000,00 Rp 45.746.939.237,00 86,05 Rp

120.494.199.412,00




5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 8.680.335.000,00 atau 93,19 % dari

anggaran Rp 9.314.641.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019
363.923.515.191,00 dengan rincian sebagai berikut :

sebesar Rp

2020
% Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
Belanja Tanah Rp  2.017.610.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin Rp 7.297.031.000,00 Rp 1.995.557.000,00 27,35 Rp 3.238.337.941,00
Belanja Gedung dan Bangunan Rp 6.684.778.000,00 Rp 359.908.106.250,00
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan Rp 727.971.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 49.100.000,00
Jumiah Rp 9.314.641.000,00  Rp8.680.335.000,00 93,19 RP363.923.515.191,0

0

5.1.2.1.3.1.Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.995.557.000,00 atau 27,35 % dari
anggaran Rp 2.017.610.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp

3.238.337.941,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020
% Realisasi 2019
Anggaran Realisasi

Belanja Alat-alat Bantu Rp 59.730.000,00 Rp 48.817.000,00 81,73 -
Belanja Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp 1.402.250.000,00 Rp 1.402.250.000,00 100,00 -
Belanja Alat-alat Bengkel - - - -
Belanja Alat-alat Pertanian - - - -
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga Rp 555.630.000,00 Rp 544.490.000,00 98,00 Rp 688.298.787,00
Belanja Alat-alat Studio dan komunikasi Rp 1.191.829.994,00
Belanja Alat-alat Kesehatan -
Belanja Alat-alat Laboratorium -
Belanja Peralatan Komputer Rp 1.358.209.160,00
Belanja Alat-alat Keamanan - - -

Jumlah Rp 2.017.610.000,00 Rp 1.995.557.000,00 93,24 3.238.337.941,28

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.684.778.000,00 atau 94,23% dari
anggaran Rp 6.684.778.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp

359.908.106.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

%

2020
Realisasi 2019
Anggaran Realisasi
. Rp 7.272.031.000,00 Rp 6.660.564.000,00 91,59 Rp
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 359.908.106.250,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp 25.000.000,00 Rp 24.214.000,00 96,86
Jumlah Rp 7.297.031.000,00  Rp 6.684.778.000,00 94,23 Rp

359.908.106.250,00




5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan

2020

% 2019

Anggaran Realisasi

Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan
Jumlah
5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2020

% 2019

Anggaran Realisasi

Belanja Buku Perpustakaan

Belanja Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan

Pengadaan Alat Olahraga

Jumlah

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp 99.831.007.000,00) sedangkan Tahun 2019
sebesar (Rp 526.752.737.607,00)

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp 795.386.216.971,06 naik sebesar Rp
359.701.128.502,57 atau 82,56 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp 435.685.088.468,49

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.390.179.548,00 dibandingkan saldo
per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.075.008.500,39

5.2.1.1.1. Kas

Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 0,- saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,-
dengan rincian sebagai berikut :

2019 2018

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 0 0
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas BLUD

Jumlah 0 0




5.2.1.1.1.1.Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan

pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun

2019.

NO

URAIAN

2020

2019

Kas di BPP Balai Pasporapar

Jumlah

b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai

dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas te

c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain

NO URAIAN 2020 2019
1
2
Jumlah
rsebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1
2
Jumlah

Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara

Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2020 yang akan dipergunakan untuk

membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan

sudah di SPJ kan dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun Anggaran 2019

NO

URAIAN

2020

2019

1

2

Jumlah




Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO

URAIAN

Nilai

Penyetoran

1

2

Jumlah

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan

SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari

pendapatan retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum

disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2020.

NO

URAIAN

2020

2019

1

Pendapatan Retribusi Penerimaan

Kekayaan Daerah

Jumlah

Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan

rincian :

NO

URAIAN

Nilai

Penyetoran

Jumlah

b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai

dengan 31 Desember 2020 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

NO

URAIAN

2020

2019

1

Jumlah




Saldo Kas tersebut tahun 2019 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :

NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 - - -
2
Jumlah

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk
membayar pada Tahun 2020 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun
2020 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka

tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan sewa gedung dibayar dimuka.

2020 2019 2018
Asuransi BMD 236.376.663,23 151.076.661,11
Sewa dibayar dimuka 94.740.437,16
Sewa
Jumlah 269.861.998 331.117.100,39 159.833.332,00

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember
2020, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2020
sebesar Rp 1.120.317.550,00 naik sebesar Rp 376.426.150,00 dibandingkan saldo per
31 Desember 2018 sebesar Rp 834.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020 2019

Persediaan Bahan 5.541.400
Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
Persediaan Obat-Obatan 0
Persediaan Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan 738.350.000,00
Persediaan Persediaan Untuk Tujuan Stratrgis/Berjaga-Jaga
Persediaan Natura dan Pakan 0

Jumlah 1.120.317.550 743.891.400

5.2.1.2. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp 788.340.218.795,64 dibandingkan saldo
per 31 Desember 2019 sebesar Rp 829.991.075.876,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah Rp 71.777.201.000,00
Peralatan dan Mesin Rp 32.272.876.058,00

Gedung dan Bangunan Rp 230.876.563.015,00



Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

5.2.1.2.1. Tanah

Rp
Rp
Rp 495.612.957.245,00

(Rp 50.555.707.163,36)

3.022.501.141,00
333.827.500,00

Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 71.777.201.000,00 saldo per 31 Desember
2019 sebesar Rp 71.578.531.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2019

2018

Tanah 71.777.201.000

71.578.531.000

Jumlah 71.777.201.000

71.578.531.000

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin
31
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019

Peralatan dan Mesin per

rincian sebagai berikut :

Desember 2020 sebesar

Rp 37.272.876.058,00
sebesar Rp 35.280.899.811,00 dengan

2020

2019

Alat Berat

Alat Angkut

Alat Bengkel dan Ukur

Alat Pertanian dan Peternakan
Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio dan Komunikasi
Alat Kedokteran
Peralatan Olahraga

Alat komputer

3.001.745.000
3.821.227.489
45.300.000

19.716.787.938

2.352.827.678

9.600.000
1.861.171.000
4.472.240.706

Jumlah 37.272.876.058

35.280.899.811

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 230.876.563.015,00
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 224.166.810.779,00 dengan

rincian sebagai berikut :

2020

2019

Gedung

Monumen
Bangunan Menara
Tugu Titik Kontrol

218.908.357.368

3.457.129.820
57.678.000
1.743645.591

Jumlah

230.876.563.015

224.166.810.779

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.022.501.141,00 saldo

per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.698.384.541 dengan rincian sebagai berikut :



2020 2019

Jalan dan Jembatan 817.042.818
Bangunan Air/lIrigasi 1.042.601.091
Instalasi 225.454.455
Jaringan 613.286.177
Jumlah 3.022.501.141 2.698.384.541

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp 333.827.500,00 saldo per 31
Desember 2019 sebesar Rp 1.969.481.490,00 dengan rincian sebagai berikut :

Buku Perpustakaan

2020 2019

Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan

Hewan, Ternak dan Tanaman

Jumlah

237.609.500
1.731.871.990

333.827.500 1.969.481.490

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 495.612.957.245,00
saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 495.733.952.245,00 dengan rincian sebagai
berikut :

5.2.1.3. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 50.555.707.163,36
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 41.429.790.928,13 dengan

rincian sebagai berikut :

2020 2019
Alat Besar 1.985.742.000,00
Alat Angkut 3.065.923.826,25
Alat Bengkel 18.120.000,00

Alat Pertanian

Alat Kantor dan Rumah Tangga
Alat Studio dan Komunikasi
Alat Kedokteran

Alat Laboratorium

Alat Keamanan

Gedung

Monumen

Jalan dan Jembatan
Bangunan Air dan Irigasi
Instalasi

Jaringan

14.809.737.760,3
1.897.125.878,00
1.920.000,00

18.972.242.457,28

294.338.489,37
225.102.987,20
53.185.942,43
31.279.994,00
75.071.593,30

Jumlah 50.555.707.163,36

41.429.790.928,13




5.2.2. EKUITAS
Total Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp 795.668.149.937,24 dibandingkan
saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 795.145.562.981,06

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah
timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2020. Pendapatan-LO per 31
Desember 2020 sebesar Rp 1.036.391.065,00 turun sebesar Rp 1.600.725.869,00
dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.637.116.934,00dengan rincian

sebagai berikut :

2020 2019
. Rp
Pendapatan Asli daerah 972.941.065,00 Rp 2.627.251.934,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 63.450.000,00 Rp 9.865.000,00
Jumlah Rp Rp 2.637.116.934,00

1.036.391.065,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.036.391.065,00 turun
sebesar Rp 1.600.725.869,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp
2.637.116.934,00dengan rincian sebagai berikut

2020 2019
Pendapatan Pajak Daerah Rp 972.941.065,00 Rp 2.627.251.934,00
Pendapatan Retribusi Daerah Rp 63.450.000,00 Rp 9.865.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp 1.036.391.065,00 Rp 2.637.116.934,00
Jumlah 2020 2019

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp 972.941.065,00
turun sebesar Rp 1.654.310.869,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar
Rp 2.627.251.934,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020 2019

Retribusi Jasa Umum

R

o p
Retribusi Jasa Usaha 972.941.065,00

Rp 2.627.251.934,00

Retribusi Perizinan Tertentu

Jumlah Rp 972.941.065,00 Rp 2.627.251.934,00




5.3.1.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp 63.450.000,00 naik
sebesar Rp 53.585.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp
9.865.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

2020 2019

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Bunga

Tuntutan Ganti Rugi

Pendapatan Denda keterlambatan

Pendapatan Denda Pajak

Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan dari Pengembalian

Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penerimaan dari BLUD

Penerimaan Lain-Lain Rp 63.450.000,00 Rp 9.865.000,00
Jumlah Rp 63.450.000,00 Rp 9.865.000,00

5.3.1.2 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp 63.450.000,00
naik sebesar Rp 53.585.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp
9.865.000,00

5.1.1. BEBAN

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah
diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang
telah diterima. Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp 90.043.934.292,82 turun
sebesar Rp 84.333.964.134,11 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp
174.077.077.936,93

5.1.1.1 Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp 90.043.934.292,82 turun sebesar
Rp 84.333.964.134,11 dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp
174.077.077.936,93

Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Perjalanan Dinas
Beban Bantuan Sosial

Beban Penyusutan/Amortisasi

Beban Lain-Lain

Jumlah

2020

2019

36.145.946.340
7.361.527.571
30.620.836.234,39
1.027.645.283,00

44.972.139.938
20.495.185.364
75.486.342.950,72
2.120.188.925

4.497.118,265

20.743.483.333

918.587.000 537.501.000
9.410.393.599,43 9.874.358.926,21
61.880.000 148.697.990

90.043.934.292,82

174.377.898.426,93




BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan dari
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara
operasional khususnya pembangunan kepemudaan olahraga dan pariwisata di Provinsi

Jawa Tengah

6.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan

Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan tugas pokok, fungsi dan

struktur organisasi Disporapar sebagai berikut:

6.1.1. Tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai
tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan,
Olahraga dan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

6.1.2. Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas, Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia

pariwisata dan ekonomi kreatif;
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- Pelaksanaan kebijakan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi
pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan sumber daya manusia
pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan,
pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan
sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

- Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan
dinas; dan

- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.1.3. Susunan dan Struktur Organisasi DISPORAPAR
Berikut adalah struktur organisasi DISPORAPAR sesuai Peraturan Gubernur Nomor 73
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Provinsi Jawa Tengah:
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2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian



Sumber Daya Kepegawaian Disporapar berdasarkan eselon, selengkapnya tersaji pada
tabel berikut:

Tabel 6.1
Pegawai Berdasarkan Eselon
NO | ESELON | JUMLAH
1 I 1
1 6
3 \Y 20
JUMLAH 27

Berdasarkan struktur organisasi Disporapar terdapat 28 jabatan struktural, jumlah
tersebut terdiri dari Kepala Dinas pada eselon |l; Sekretaris, Kepala Bidang
Keolahragaan, Kepala Bidang Kepemudaan, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata,
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi Kreatif, Kepala UPT Pusat Pendidikan
dan Latihan Olahraga Pelajar, pada eselon lll; serta Kasubbag Program, Kasubbag
Keuangan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasie Penyadaran dan Pemberdayaan
Pemuda, Kasie Pengembangan Kepemudaan, Kasie Kemitraan dan Kelembagaan
Pemuda, Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Kasie Olahraga
Rekreasi dan Industri Olahraga, Kasie Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan
Olahraga, Kasie Pengembangan Daya Tarik Wisata, Kasie Pengembangan Kawasan
Pariwisata, Kasie Pengembangan Usaha Pariwisata, Kasie Pengembangan Pasar, Kasie
Sarana Pemasaran, Ka Sie Promosi, Kasie Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pariwisata, Kasie Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif, Kasie Kemitraan dan
Kelembagaan Pariwisata, Kepala Seksi Tata Usaha, Kasie Kepelatihan, Kasie

Pembinaan dan pengasuhan pada eselon IV.

Table 6.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No Unit Kerja Jumlah
1 [ Sekretariat 57
2 | Bidang keolahragaan 27
3 | Bidang Kepemudaan 22
4 | Bidang Pemasaran Pariwisata 19




5 | Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata 19
6 | Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 19
dan Ekonomi Kreatif
7 | UPT Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga 37
Pelajar
Jumlah 200
Table 6.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah
1 | Golongan IV 28
2 | Golongan lli 103
3 | Golongan i 65
4 | Golongan | 4

Jumlah 200

6.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan
Olahraga dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.4

Sarana dan Prasarana

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

JI. Ki Mangunsarkoro No. 12
Semarang

1 | Gedung kantor 3

JI Pemuda No. 136 Semarang

JI. Pemuda No. 145 Semarang

2 | Komplek Stadion 1 Komplek Stadion Jatidiri Semarang
3 MUseum Olahraga 1 Mrapen di Kab. Grobogan
rapen

4 | Hotel 4 Hotel Karimunjawa Inn - Kab. Jepara
Hotel Garuda Kopeng - Kab.
Semarang
Hotel Pondok Slamet - Kab.
Banyumas

Hotel Pringgosari - Kab. Karanganyar

5 | Rest Area 1 Kabupaten Tegal




BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk tahun

anggaran 2019.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2019 sebagai wujud
akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi yang telah
dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan
dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah tahun yang berakhir 31 Desember 2019, memuat simpulan-simpulan penting
mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kami berharap catatan atas laporan keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak

yang berkepentingan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

JI. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8419956, 8419957,
8419958 Faksimile 024-8419959 http:!.’www.disporapar.jatengprov.go.|d
Surat Elektronik disporapar@}aiengprov.go,ld

BERITA ACARA PEMERIKSAAN INTERN
NOMOR : 027.5/003

Pada hari Senin tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh
satu yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :  Drs. SINOENG N RACHMADI,MM
Jabatan . Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah, selaku Atasan langsung Penyimpan Barang

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa
Tengah.

Telah mengadakan pemeriksaan intern keadaan gudang persediaan
barang-barang dan administrasi barang yang dikelola oleh Penyimpan Barang Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah atas nama -

Nama ©  AVIAN RIENDYA S,SE

Jabatan :  Penyimpan Barang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Intern ini kami buat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memeriksa,
KEPEMUPAAN, OLAHRAGA DAN

S| JAWA TENGAH PENYIMPAN BARANG

KEPALA DINAS

AVIAN RIENDYAX S.SE
NIP : 19810507 201001 2 005

~Pembi tama Muda
NIP : 19691231 199402 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN

PARIWISATA

Ji. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8419956, 8419957,
8419958 Faksimile 024-8419959 http://www.disporapar. jatengprov.go.id
Surat Elektronik disporapar@jatengprov.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME
NOMOR : 028/ 6oy

Pada hari Senin tanggal Empat bulan Januari Tahun Dua ribu dua
puluh satu yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SINOENG N RACHMADI MM

Jabatan - Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi
Jawa Tengah, selaku Atasan langsung Penyimpan Barang
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa

Tengah.
Nama - AVIAN RIENDYA S,SE
Jabatan - Penyimpan Barang Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Telah melakukan kegiatan Stock Opname dari barang pakai habis berupa
alat tulis kantor dan blanko cetakan sampai akhir Desember 2020 Dinas Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ( daftar terlampir ).:

Demikian Berita Acara Stock Opname barang pakai habis alat tulis kantor
dan blanko cetakan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memeriksa,
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH PENYIMPAN BARANG

AVIAN RIENDYA S,SE
NIP : 19810507 201001 2 005

.. Pembina Utama Muda
NIP--19691231 199402 1 006



DAFTAR BARANG PAKAI HABIS JENIS ALAT TULIS KANTOR
HASIL PEMERIKSAAN ATASAN L ANGSUNG PENYIMPAN BARANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARTWISATA PROVINSI JATENG
DI DALAM GUDANG KEADAAN BARANG AKHIR BULAN DESEMBER 2020

Pefhbiuann

W

—————

bt\\Jw 19691231 199402 1 006

MENURUT SELISIH
NO NAMA BARANG MERK/UK | SATUAN o avan | kenvaTAAN] LEBIH | KURANG|  JUMLAH
1 2 3 4 5 6 4 9
1 |Kertas Hvs F4 ; 80 Gr; 216 X 330 Mm | Sinar dunia Rim 0 Rp 2
2 |HvsFd4 Sinar dunia Rim 10 10 - Rp 500.000,00
3 [Kertas Hvs A4 Sinar dunia Rim 1 1 Rp 49.000,00
4  |Cd/dvd Blank Disc Sinar dunia Rim 0 - - Rp -
5 |Tempat Cd CD RW Rim 0 Rp
6 |Usb Flash Disk Toshiba Buah 0 Rp
7 _ |Refil Tinta Epson Hitam Epson, Brother Buah 0 Rp
8 _|[Toner Catridege Printer Laser Vip Buah 0 Rp
9 |Toner Vip dos 0 Rp
10 |Opsite Post Op (15,5Cm X 10Cm) 6* M Buah 0 Rp
11 [Binder Clips 25 Mm V-Tec Buah 0 - - Rp
12 |Binder Clips 32 Mm {V-Tec Buah 0 . Rp
13 |Binder Clips V-Tec Buah 0 - Rp
14 |Binder Clips V-Tec Buah 0 - Rp
15 |Paper Clips Besar Sea Gull Buah 0 - Rp -
16 _|Paper Clips Logam Sea Gull buah 0 - Rp -
17 |staples Max dos 0 Rp
18 |Staples Kecil Max buah 0 - Rp -
19 |isi Staples No. 10 Great Wall buah 1 1 Rp 25.000,00
20 [isi Staples No. 369 Great Wall dos 1 1 - Rp 26.000,00
21 |Ampiop Paperiine dos 0 - - Rp -
22 |Amplop Kecil Paperiine dos 0 Rp
23 |Amplop 25 Lbr; Tali Ukuran 1/2 Folio Paperiine o & ¥ Rp
24 |Batu Baterai Besar ABC dos 0 - Rp
25 |[Batu Baterai A2 Alkaline ABC dos 0 Rp
26 |Spidol White Board Snowman buah 0 Rp
27 |Spidol Permanent Snowman Buah 0 Rp
28 |[Balipoint Medium Standart dos 0 - - Rp -
29 |Balpoint Boliner Balliner dos 3 3 Rp 75.000,00
30 _|Penghapus Cair Skyco buah 0 : Rp s
31 |stabillo Stabiloboss buah 3 3 Rp 90.000,00
32 _|Lem Stik / Glue Stik 40 Gr Glue stik buah 0 . - Rp .
33 |[Pita Mesin Ketik Daito buah 2 2 Rp 80.000,00
34 _|stopmap Folio Gelatik kembar buah 0 . Rp "
35 |Map Ordner Forte buah 0 - Rp
36 |Tinta Stempel Botolan Zenith buah 0 - Rp
R o & 13 = . '
o T k2 ’ ) i dos : Rp 33,000,00
40 |Plak Band Kain 2 Nachitape dos 3 : 3 > :
z Rp 36.000,00
41 [isi Cutter Kenko dos 5 5 Rp 120.000,00
42_|isi Cutter Kenko buah 0 " Rp :
43 |Tali Rafia Besar buah 1 1
44 |Batu Baterai Kecil ABC/Alkaline buah 0 i - z sssoo,oo
45 _|Kertas Facsimile 50 X 216 Mm Ojifax buah 0 Rp
46 _|External Hardisk Storage 1000 Gb Toshiba buah 0 Rp -
JUMLAH 1.087.500,00
Jawa Tengah
juna Barang




DAFTAR STOKE OPNAME TRI WULAN IV TAHUN 2020

JENIS : ALAT TULIS KANTOR (ATK)
INSTANSI  : DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARTWISATA PROVINSI JATENG
MENURUT SELISIH
o e i MERK/UK | SATUAN = AN [ KENYATAAN | LEBIH | KURANG
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Kertas Hvs F4 ; 80 Gr; 216 X 330 Mm  |Sinar dunia Rim 0 - - -
2 |HvsF4 Sinar dunia Rim 10 10
3  |Kertas Hvs A4 Sinar dunia Rim 1 1
4 |Cd/dvd Blank Disc Sinar dunia Rim 0
5 |Tempat Cd _J_CD RW __Rim 0
6 |Usb Flash Disk Toshiba Buah 0
7 _ |Refil Tinta Epson Hitam Epson, Brother Buah 0
8 |Toner Catridege Printer Laser Vip Buah 0
9 |Toner Vip dos 0
10 |Opsite Post Op (15,5Cm X 10Cm) 6" M P -
11 |Binder Clips 25 Mm V-Tec Buah 0
12 |Binder Clips 32 Mm V-Tec Buah 0
13 [Binder Clips V-Tec Buah 0
14 |Binder Clips V-Tec Buah 0
15 |Paper Clips Besar Sea Gull Buah 0
16 |Paper Clips Logam Sea Gull buah 0 2
17 |[Staples Max dos 0
18 |Staples Kecil Max buah 0
19 [isi staples No. 10 Great Wall buah 1 1
20 |Isi Staples No. 369 Great Wall dos 1 1
21 [Amplop Paperline dos 0
22 |Amplop Kecil Paperiine dos 0
23 |Amplop 25 Lbr; Tali Ukuran 1/2 Folio Paperli dos "
24 |Batu Baterai Besar ABC dos 0
25 |Batu Baterai A2 Alkaline ABC dos 0
26 [Spidol White Board Snowman buah 0
27 |Spidol Permanent Snowman Buah 0
28 |Ballpoint Medium Standart dos 0 -
29 |Baipoint Boliner Balliner dos 3 3
30 _|Penghapus Cair Skyco buah 0 2
31 |stabilio Stabiloboss buah 3 3
32 |Lem Stik / Glue Stik 40 Gr Glue stik buah 0 =
33 [Pita Mesin Ketik Daito buah 2 2
34 |stopmap Folio Gelatik kembar |  buah 0
35 |Map Ordner Forte buah 0
36 |Tinta Stempel Botolan Zenith buah 0
37 |isolasi Kecil Panfix Nachitape buah 0 -
38 |Plak Band Kain 1,5" Nachitape dos 3 3
39 _|isolasi (Kecil, Bening) Nachitape dos 0
40 |Plak Band Kain 2 " Nachitape dos 3 3
41 |[isi Cutter Kenko dos 5 5
42 |isi Cutter Kenko buah 0
43 |Tali Rafia Besar buah 1 1
44 |Batu Baterai Kecil ABC/Alkaline buah 0
45 _|Kertas Facsimile 50 X 216 Mm Qjifax buah 0
46 _|External Hardisk Storage 1000 Gb Toshiba buah 0
JUMLAH

Semarang, 4 Januari 2021

NIP : 19810507 201001 2 005




DAFTAR BARANG PAKAI HABIS JENIS BLANGKO CETAKAN
HASIL PEMERIKSAAN ATASAN LANGSUNG PENYIMPAN BARANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JATENG
DI DALAM GUDANG KEADAAN BARANG AKHIR BULAN DESEMBER 2020

MENURUT SELISIH

s s o i MERKIUK | SATUAN Ioraran [ KeNvATAANT CEBIH | KURANG
1 2 3 B 5 6 7 8

Stopmap Dinas Folio Bertuliskan Nama | Uk.36X25, Cetak 1

Dinas, Bahan Kertas Duplek Crome Mukax5 Warna, 10 10
1 |Wama, Beriogo Pemprov Jateng Jateng Buah B

qu&ﬁ?xz?m 100 100 Rp 270.000
2 Uk 12 X 27 Cm Buah -
3 &mwmm;x_ao Cm Uk.20X30Cm  |Buah 0 - . Rp
4 mmm‘chm“ Uk. 30 X40Cm  [Buah 0 = B Rp
5 |Cetak Kartu Kendali Sk 1/4 folio Buah 0 - - Rp
6 [Map Sambutan 112 folio Buah 0 - - Rp
7 |Buku Kuitansi NCR folio 3 lbr Buku 0 - - Rp
8 _|Blanko Spt Dinas Folio Buky 0 - - Rp

Kertas Kop Gubemur Kertas Folio 80

Cetak 1
W Folio Rim . ) Re
10 |a-mnnpm Folio Lembar 0 - Rp
11 [Kertas Kop Gubemur Folio Rim 0 = Rp
12 |Blanko Kop Surat Folio Rim 5 5 - Rp
13 |Cetak Thetkarcis Garuds 0 Rp
14 |Cetak Tketkarcis Baturaden 0 Rp
15 |Cetak Thetharcis Mrapen 0 Rp
JUMLAH Rp

Semarang, 4 Januari 2021
Penyimpan Barang
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DAFTAR STOKE OPNAME AKHIR DESEMBER 2020

JENIS
INSTANSI

BLANGKO CETAKAN

: DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

MENURUT SELISIH
e D R— MERKUK | SATUAN IoiTATAN | KENVATAAN] LEBIH | KURANG
1 2 3 4 5 6 £ 8
Stopmap Dinas Folio Bertuliskan Nama | Uk.36X25, Cetak
4 |Dinas, Bahan Kertas Duplek Crome 1 Mukax5 Bual 10 10 )
Cotted, Uk.36X25, Cetak 1 Mukax5 Warna, Berlogo
Wama, Berlogo Pemprov Jateng Pemprov Jateng
Uk.36X25, Cetak
Amplop Surat Kop Dinas Berlogo 1 Mukax5 X
2 |pemprov Jateng Uk 12 X 27 Cm Warna, Berlogo |  £Y@h N o0
Pemprov Jateng
Amplop Surat Kop Dinas Berlogo X
3 P Jateng Uk 20 X 30 Cm Uk. 12X 27 Cm Buah 0 -
Amplop Surat Kop Dinas Berlogo ) i
4 P 3 UK. 30 X 40 Cm Uk 20 X 30 Cm Buah 0
5 |Cetak Kartu Kendali Sk Uk. 30 X 40 Cm Buah 0 - -
6 |Map Sambutan Folio 70 gr 2 mukg  Buku 0 - -
7 |Buku Kuitansi NCR folio 3 lbr Buku 0 - -
8 |Blanko Spt Dinas 112 folio Buku 0 - -
Kertas Kop Gubernur Kertas Folio 80
9 |Gram/emas, Logo Garuda Mas, Cetak 1 Folio Rim 0 - -
Muka
10 |Blanko Kop Surat 1/2 folio Lembar 0 - -
11 |Kertas Kop Gubernur Folio Lembar 0 - -
12 |Blanko Kop Surat Folio Rim 5 $ -
13 |Cetak Tiket/karcis Garuda 0 - -
14 |Cetak Tiket/karcis Baturaden 0 . =
15 |Cetak Tiket/karcis Mrapen 0 = 5
Semarang, 4 Januari 2021
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